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PEMANGKASANANGGARANi RP 61 MILIAR

Berdampak Program Infrastruktur Tahun 2025

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunung-
kidul menghadapi tantangan berkaitan
denga n adanya pemangkasan anggaran
sebesar Rp 61 miliar yang diperkirakan

akan berdampak pada sejumlah pro-

gram pe:mbangunan, khususnya di sektor
mhatruktur. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten
Gunungltidul, Putro Sapto Wahyono,
mengung kapkan bahwa pemangkasan
tersebut t erjadi setelah diterbitkannya
Keputusai1 Menteri Keuangan (KMK)
Nomor 29 "Tahun 2025 bahwa dana yang
dialokasiks n untuk daerah, khususnya
Dana Aloka 5i Khusus (DAK) sektor fisik
dan infras truktur, mengalami pe-
ndmnpn.Adnpun rincian pemangkas-
‘untuk DAK Fisik berku-
mné sebesar 13p 42.6 miliar, sementara
DAK Infrastrul stur turun hingga Rp 189
miliar. " Sesuai Peraturan Menteri Keu-
angan pemkab diwqpbkan menghemat
danganhnmn Rp 61 miliar-

an, mnya.

Proses efisiens:i masih dilakukan. dan
pihaknya belum bisa menyebutkan se-
cara pasti berkaitian program infrastruk-
tur yang terkena dampak kebijakan

2025

‘tersebut. Knrena hingga saat ini masih
terus dikaji dan dxdalanuyangd:pangkaa
dari total DAK yang diberikan juga
belum dih itung. Karena prosesnya masih
berlangsuing Untuk dampak secara
langsung dari pemangkasan ini di-

berbagai program pemba-

ﬁb dang infrastruktur jalan, pe-

sudah direncanakan ter-
ngembangan sumber daya manusia
(SDM), sektor pertanian dan
perikanan. * Kemangkasan ini tentu
akan me| i kelancaran program
vang sudah dirancang. Karena itu kami
sediing mencari cara untuk menyesuai-
kan,” yjarnya.

Kepala DPUPRKP  Gunungkidul,
Rakhmadian Wijayanto mengatakan, ke-
bgiai.an pemangkuasan anggaran untuk
DAK fisik memang ada. Kendati denti-
kian, untuk besaran masih menunggu
kebijakan dari Tim Anggaran Peme-
rintah Daerah (TAPD) Gunungkidul.
Pihakinya sudah konsultasi dengan
Kementerian dan benar akan ada pe-
nunggu kebijakan dari bupati lebih lan-
jut,” kirtanya. (Bmp)



